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Abstract 
The Balinese adhere to the patrilineal system, so that inherited inheritance is a boy 
who has grown and married, while the daughter is not an heir. The consequences of this 
system greatly affect the position of women in terms of inheritance. The decision of Bali 
Province MUDP Number 01/Kep/Psm-3/ MDP Bali/X/2010 is a progress towards the 
position of women as heirs. 
This study aims to answer two issues: (1) how the development of inheritance rights of 
Hindu women in Bali customary law and (2) how the status of Hindu women according to 
Balinese customary law in the perspective of gender equality. 
Theories used to analyze problems are the gender theory of Anne Oakley, feminism 
theory of Charles Fourier, and the theory of justice from Aristotle. The research method used 
normative research by examining a number of rules about customary law relating to the 
inheritance of Hindu women who have not fully gained equal status with men as stipulated in 
the teachings of Hinduism. 
 The results obtained in the period before 1900 the life of Hindu society Bali applies 
the absolute purusa system which only recognizes heirs is a boy, but after 1900 there has 
been a development with some jurisprudence and there is a decision of Majelis Utama Desa 
Pakraman (MUDP) which states that women have the right to inherit, even though they are 
only entitled to enjoy the treasure Rich parents and after marriage get a tetatadan property 
and for parents who are able to give the treasure for the sake of maintaining the 
sustainability of his life, so with the rules at least happen gender equality. 
The still strong patrilineal culture prevailing in indigenous Balinese society makes the 
position of women not fully acknowledged, even in the case of female decision making is not 
taken into account. The obligations of Hindu women in family, marriage and society are not 
much different from men's obligation, this should be a consideration to give women the 
opportunity to have equal status with men, especially in the customary law of Bali. 
Keywords: Traditional Balinese Inheritance Law, Gender Equality 
 
I. PENDAHULUAN 
Waris memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Hukum 
waris merupakan bagian dari hukum kekayaan, akan tetapi erat sekali kaitannya dengan 
hukum keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas 
hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan, dengan demikian hukum waris 
termasuk bentuk campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan dan hukum 
keluarga. 
Pada saat ini, masyarakat Indonesia mengenal adanya tiga sistem hukum waris, yaitu 
sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut KUH 
Perdata. Prinsip kewarisan adat dapat dilihat dari sistem kekeluargaan, pewaris, ahli waris, 
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warisan dan penerusan harta warisan, maka terdapat tiga unsur yang mutlak dalam suatu 
pewarisan, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta warisan. Dalam sistem 
pembagian pewarisan di Bali sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku dan 
bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bali.  
Masyarakat hukum adat Bali mengenal sistem kepurusa, status anak laki-laki bersifat 
ajeg, sedangkan status anak perempuan berubah, karena perempuan setelah perkawinan 
mengikuti suami. Atas dasar itu, anak perempuan dalam sistem kepurusa tidak pernah dilacak 
atau diperhitungkan dalam pewarisan. Perempuan adalah tiang negara, artinya tegak 
runtuhnya suatu negara berada di tangan kaum perempuan. Penerus peradaban lahir dari 
rahim seorang perempuan, namun pada kenyataannya perjalanan perempuan dalam 
melahirkan penerus peradaban tidak semudah membalikkan telapak tangan.  
Semakin berkembangnya zaman perempuan selalu dianggap sebatas figuran dalam 
kehidupan dan kemampuannya sebatas aktifitas rumah tangga yang terkesan sepele. 
Perempuan itu adalah patut dihormati, dalam kehidupan ini karena perempuanlah dapat 
menyebabkan datangnya kesejahteraan atas anugerah dewata. Dalam ajaran agama Hindu 
perempuan mempunyai kedudukan yang terhormat dan suci. 
Berbeda halnya dalam hukum waris adat Bali yang mengikuti ketentuan-ketentuan 
awig-awig yang merupakan hasil konstruksi “sang tuan” (laki-laki), sehingga dikatakan 
bersifat “male oriented” (lebih cenderung laki-laki yang menentukan sikap). Awig-awig 
dikonstruksi oleh warga masyarakat adat dalam sangkepan, yakni sebuah forum yang 
umumnya dihadiri oleh kaum laki-laki dan hampir tidak pernah melibatkan kaum perempuan, 
sehingga kebutuhan, masalah, pengalaman, dan aspirasi perempuan tidak pernah 
dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Inilah yang menyebabkan terjadinya 
ketidakadilan gender atau diskriminasi terhadap perempuan. Walaupun sudah dibentuknya 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. 
Kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan teknologi khususnya dibidang sosial, 
antara lain dengan berkembangnya studi gender  dan teknik-teknik analisis gender akan dapat 
membuka cara berpikir seseorang untuk mengkritisi hukum waris adat Bali di masa lampau 
yang bersifat “male oriented” untuk mengarah pada hukum waris di masa mendatang yang 
bersifat “gender oriented” (Atmadja dkk, 2009, hlm.62). Sehingga terdapat beberapa 
keputusan bahwa perempuan Hindu berhak mewaris, seperti  Surat Keputusan Panitia 
Landreform Daerah Tingkat I Bali tertanggal 28 Mei 1962 No. 2/Sk./XX/1962 dan hasil rapat 
Panitia Ad. Hoc Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Oktober 1962 
dirumuskan bahwa yang tergolong ahli waris adalah janda, anak-anak baik laki-laki maupun 
perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama. Walaupun 
pada kenyataannya Surat Keputusan Panitia Landreform tidak dilaksanakan oleh masyarakat 
Bali, hal tersebut menandakan bahwa hukum waris adat Bali yang dipengaruhi oleh ideologi 
patriarkhi sangat kuat mengikat masyarakat Bali (Sukerti, 2012, hlm.63). 
Terdapat pula di dalam Kitab Manawa Dharmasastra buku kesembilan (atha 
navamo‟dhyayah) sloka 118 menjelaskan tentang hak mewaris perempuan seperti: Tetapi 
kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, 
masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya 
akan terkucil (Pudja dan Sudharta, 2004, hlm.467). 
Sloka di atas menjelaskan bahwa perempuan berhak mewaris mendapat bagian 
masing-masing seperempat, namun dalam kenyataannya hal ini belum diperhitungkan dalam 
kehidupan masyarakat Bali, sampai keluarnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman 
Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang 
hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri 
dan anak terhadap harta pusaka dan harta guna kaya, termasuk hak waris anak perempuan 
(anak kandung maupun anak angkat). Secara singkat, hak waris anak perempuan menurut 
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Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP 
BALI/X/2010 sebagai berikut : 
 
Sesudah 2010 perempuan Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Majelis 
Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010, 15 
Oktober 2010. Perempuan Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah 
dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum 
perempuan Bali yang pindah ke agama orang lain, mereka tidak berhak atas hak 
waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwadana atau 
bekal sukarela (MUDP, 2010, hlm.43) 
 
II. PEMBAHASAN 
a. Perkembangan Hak Mewaris Perempuan Hindu dalam Hukum Waris Adat Bali 
a.1 Sebelum Tahun 1900 
Sebelum tahun 1900, pewarisan masyarakat Bali didasarkan atas dresta (kebiasaan) 
dan ahli waris adalah keturunan atau anak laki-laki dari garis purusa (kebapaan). Sehingga 
anak perempuan tidak diperhitungkan dalam harta warisan, walaupun demikian anak 
perempuan dan janda memiliki hak menikmati harta warisan orang tuanya selama ia belum 
kawin atau tidak kawin. Sedangkan anak perempuan yang kawin, dalam arti kawin keluar dan 
masuk ke dalam keanggotaan suaminya biasanya mendapatkan jiwadana atau tetatadan 
(harta bawaan) dari orang tuanya sesuai dengan kemampuan ekonomi dari si orang tua 
perempuan.  
 Pewarisan pada masyarakat Bali sebelum tahun 1900, hanya berdasarkan dresta atau 
kebiasaan-kebiasaan saja, karena belum ada aturan yang mengatur tentang pewarisan sebagai 
dasar rujukan, dengan demikian kebiasaan-kebiasaanlah yang digunakan oleh masyarakat 
Bali dalam pembagian harta warisan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sama sekali tidak 
menyangkut kedudukan perempuan. Maka, dapat dikatakan bahwa kedudukan perempuan 
tidak sebagai ahli waris sehingga tidak berhak atas harta warisan orang tuanya. 
 Tahun 1900 digunakan sebagai patokan dalam melihat perkembangan hak mewaris 
perempuan pada masyarakat Bali, karena pada tahun 1900 dibuat peswara (peraturan) 
pewarisan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam hal ini Residen Bali dan Lombok, yang 
lebih dikenal sebagai Peswara 1900. Peswara 1900 tersebut pada awalnya hanya 
diberlakukan bagi penduduk Hindu Bali dari Kabupaten Buleleng, akan tetapi kemudian 
peswara  tersebut pada tahun 1915 juga diberlakukan untuk penduduk seluruh Bali Selatan. 
a.2 Sesudah Tahun 1900 
Tahun 1900 dapat dikatakan sebagai tonggak penting bagi pewarisan menurut hukum 
adat Bali, karena saat itu titik terang persoalan pewarisan mulai tampak, dengan 
dikeluarkannya peswara 1900 oleh pemerintah kolonial Belanda. 
Budaya patriarkhi sangat menentukan dan juga sistem patrilineal yang mempengaruhi 
sistem pewarisan dalam hukum adat Bali. Sistem kekerabatan inilah yang dipakai sebagai 
senjata pembenar oleh masyarakat dalam pembagian warisan, karena dalam sistem patrilineal 
yang hanya memperhitungkan garis keturunan laki-laki. Oleh karena itu di Bali, hanya anak 
laki-laki saja yang berhak mewaris sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris. 
Perempuan Hindu di Bali secara turun temurun sudah biasa hidup dalam sub-ordinasi dalam 
beberapa aspek kehidupan terutama aspek hukum waris adat. Namun hal ini tidak sesuai 
dengan rumusan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 
Kaum perempuan Hindu di Bali seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan 
laki-laki dihadapan hukum, sehingga perempuan Hindu berhak mewaris dari orang tuanya. 
Kaum perempuan Hindu sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sama dengan laki-
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laki, karena semasa hidup orang tua kaum perempuan juga melakukan kewajibannya seperti 
merawat orang tua semasa hidupnya, sehingga layak diperhitungkan sebagai ahli waris.  
Tanggal 15 Oktober 2010 merupakan tonggak sejarah yang sangat spektakuler bagi 
keberadaan perempuan Hindu di Bali dalam hukum waris adat. Pada tanggal tersebut telah 
dilakukan pasamuhan (seminar) oleh Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) se-Bali, yang 
merupakan terobosan yang dilakukan oleh MUDP Bali terhadap kedudukan perempuan Bali 
dalam hukum waris adat. Terobosan MUDP Bali inilah merupakan langkah yang mencairkan 
kekakuan hukum waris adat Bali, yang selama turun temurun dan berabad-abad berlaku 
diskriminasi terhadap perempuan (Sukerti, 2012, hlm.93). 
Tidak hanya mengenai keputusan MUDP Bali serta yurisprudensi lainnya di dalam 
Kitab Manawa Dharmasastra juga mengatur mengenai hak waris perempuan walaupun 
tercantum pula bahwa laki-laki yang sebagai ahli waris. Sloka yang menyatakan bahwa 
perempuan berhak mewaris sebagai berikut:  
 
Svebhyom „sebhyastu kanya 
Bhyah pradadyur bhratarah prthak 
Svat svadamsac caturbhagam 
Patitah syuraditsavah 
 
Terjemahan: 
Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari 
bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak 
untuk memberikannya akan terkucil (MDS, IX.118), (Pudja dan Sudharta, 2004, 
hlm.467). 
 
a.3 Pembaharuan Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Bali 
Seharusnya pembaharuan dilakukan dengan melihat yurisprudensi, keputusan MUDP 
Bali, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Manawa Dharmasastra tentang 
warisan. Jika melihat dari kebiasaan sudah pasti kebiasaan itu bisa berubah seiring 
perkembangan zaman. Berikut tabel perkembangan terkait warisan yang dijadikan acuan 
untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap sistem pewarisan di Bali. 
No 
Subyek 
Hukum 
Peswara 
1900 
Awig-awig 
Keputusan MUDP 
Bali 
Kitab 
Manawa 
Dharmasastra 
1. Perem-
puan 
Hindu 
- Mendapat
kan 
warisan 
setengah 
bagian, 
sedangkan 
saudara 
laki-
lakinya 
berhak 
mendapat-
kan dua 
bagian dan 
janda 
mendapat-
kan satu 
bagian 
- Jika tidak 
- Bukan 
sebagai ahli 
waris dan 
hanya 
mempunyai 
hak 
menikmati 
gunakaya 
orang 
tuanya, 
selama tidak 
kawin 
keluar  
- Jika 
memungkin
kan orang 
tua 
memberikan 
- Menerima 
setengah dari hak 
waris purusa 
setelah dipotong 
1/3 untuk harta 
pusaka dan 
kepentingan 
pelestarian. Hanya 
jika kaum 
perempuan Hindu 
yang pindah ke 
agama lain, 
mereka tidak 
berhak atas hak 
waris. Jika orang 
tuanya ikhlas, tetap 
terbuka dengan 
memberikan 
saudara 
perempuan, 
saudara-
saudara akan 
memberi 
beberapa 
bagian dari 
bagian 
mereka, 
masing-
masingnya 
seperempat 
dari 
bagiannya. 
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mempu-
nyai 
saudara 
laki-laki 
maka 
semua 
warisan 
jatuh ke 
tangan 
anak 
perempu-
an 
- Tidak 
mendapat-
kan 
warisan 
jika 
bertingkah 
tidak baik 
dan 
meninggal
kan 
rumahnya 
tetatadan/hi
bah kepada 
anak 
perempuan-
nya yang 
kawin 
keluar. 
jiwadana atau 
bekal sukarela 
- Anak kandung 
(laki-
laki/perempuan), 
anak angkat (laki-
laki/perempuan) 
yang belum kawin, 
pada dasarnya 
mempunyai 
kedudukan yang 
sama terhadap 
harta gunakaya 
orang tuanya 
sesudah dikurangi 
sepertiga sebagai 
duwe tengah (harta 
bersama), yang 
dikuasai (bukan 
dimiliki) oleh anak 
yang nguwubang 
(melanjut-kan 
swadharma atau 
tanggung jawab 
orang tuanya). 
Tabel 1. Perbandingan hak waris perempuan Hindu dalam peswara 1900, awig-awig, 
keputusan MUDP dan Kitab Manawa Dharmasastra. 
 
Perkembangan kedudukan dan hak perempuan dalam hukum waris adat Bali 
dilakukan dengan cara konstruksi atau memperbaharui hukum adat (awig-awig) itu sendiri. 
Konstruksi dilakukan dengan cara memperbaharui pasal (pawos) dalam awig-awig yang 
mengatur bagian warisan yang semula mengatur bahwa ahli waris adalah anak laki-laki dan 
sentana rajeg kemudian dikonstruksi sehingga menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan 
perempuan, maka anak perempuan mempunyai kedudukan dan hak terhadap harta warisan 
dari orang tuanya. 
 
b. Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif 
Kesetaraan Gender 
b.1 Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Adat Bali  
Perspektif Kesetaraan Gender 
Berkaitan dengan hak dan kewajiban tergantung dari hukum yang hidup di dalam 
masyarakat itu sendiri atau disebut hukum adat. Istilah hukum adat merupakan terjemahan 
dari istilah Belanda “Adatrecht” pertama kali dipergunakan dan dikemukakan oleh Snouck 
Hurgronje (Januariawan,dkk, 2009, hlm.1). Hukum waris merupakan peraturan-peraturan 
yang mengatur unsur-unsur dalam pewarisan, yang merupakan sebuah proses pengalihan 
harta kekayaan baik itu berupa material maupun non material. Kesulitan utama bagi 
terbentuknya hukum waris nasional adalah karena kemajemukan kondisi sosial budaya 
masyarakat Indonesia, seperti tampak dari beragamnya sistem kekeluargaan yang dianut 
dalam masyarakat Indonesia yakni sistem patrilineal, matrilineal dan bilateral. 
Masyarakat Indonesia mengenal adanya tiga sistem hukum waris, yaitu sistem hukum 
waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut KUH Perdata. 
Sampai saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai hukum waris yang berlaku secara 
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nasional, walaupun ke arah itu sudah lama dilakukan, seperti diamanatkan TAP MPRS 
Nomor II Tahun 1960 pada angka 402 huruf c sub 2 Ketetapan MPRS tersebut dinyatakan 
perlunya perundang-undangan mengenai hukum warisan yang berlandaskan prinsip-prinsip 
kewarisan parental bilateral (Windia dan Sudantra, 2006, hlm.114). 
Berkaitan dengan sistem pewarisan, maka di Bali menganut sistem patrilineal dengan 
pengertian yang mempunyai hak untuk mewaris adalah anak laki-laki. Hal ini yang 
menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender karena dianutnya sistem kekeluargaan 
patrilineal. Gender disini berbeda dengan “seks”, gender mengacu pada hubungan laki-laki 
dan perempuan secara sosial-kultural. Berbeda dengan istilah seks yang berarti jenis kelamin 
dalam makna biologis, yang merupakan anugerah Tuhan dan mempunyai kaitan erat dengan 
kodrat sebagai laki-laki dan kodrat sebagai perempuan. Sebaliknya hubungan sosial kultural 
antara laki-laki dan perempuan bukan merupakan kodrat melainkan dibentuk (dikonstruksi) 
oleh masyarakat sendiri, maka dari itu hubungan gender tersebut bersifat dinamis, artinya 
dapat berubah dari waktu ke waktu (lintas zaman) dan dapat pula berbeda di tempat satu 
dengan di tempat lainnya (lintas budaya) (Atmadja,dkk, 2009, hlm.43). 
Gde Pudja menyatakan bahwa kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris di 
dalam hukum Hindu bila tidak melalui proses hukum tersendiri dapat pula terjadi karena 
hukum yaitu bila sampai pada saat berbagi waris, anak perempuan itu masih berada dalam 
keluarganya (Pudja, 1977, hlm. 87). Seharusnya dari pihak adat harus juga bisa melihat suatu 
aturan terkait perempuan berhak mewaris demi terwujudnya suatu kesetaraan gender 
pemerintah membuat suatu  Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender. Dalam Pembangunan Nasional, instruksi tersebut menjelaskan 
pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender 
menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Pusat Kajian Wanita dan 
Gender, 2012, hlm.313). 
b.2 Hak dan Kewajiban Perempuan Hindu dalam Hukum Waris Adat    
Bali 
Kedudukan perempuan Hindu dalam hukum waris adat Bali masih menjadi problema 
sampai saat ini, walaupun telah dikeluarkan keputusan yang menyatakan perempuan Hindu 
sebagai ahli waris terbatas, namun pada kenyataannya masih mengikuti hukum adat yang 
berlaku di tempat masing-masing. Seharusnya hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh 
perempuan Hindu bisa menjadi pertimbangan untuk mendapatkan warisan.  
Kedudukan perempuan sebagai purusa/putrika memiliki hak untuk bertanggung 
jawab atas harta waris sampai dengan mempunyai anak laki-laki, dan kewajiban bertanggung 
jawab atas upacara/upakara, pengurusan harta immaterial dan material. Sedangkan 
kedudukan perempuan sebagai pradana memiliki kewajiban ikut bertanggungjawab 
mengurus harta immaterial suami, dan tidak memiliki hak atas harta waris hanya mengurus 
sampai anak-anaknya dewasa. 
b.2.1 Hak dan Kewajiban Perempuan Hindu dalam Keluarga 
 Kewajiban perempuan dalam keluarga mengatur, mengurus, merawat keluarga secara 
lahir maupun bathin serta menjalin hubungan yang baik dengan seluruh keluarga besar. 
Sudah sehaursnya mendapatkan hak dihormati, dihargai dan dilindungi dengan begitu 
perempuan selalu merasakan kenyamanan, kesejahteraan serta kebahagiaan. 
b.2.2 Hak dan Kewajiban Perempuan Hindu dalam Perkawinan 
Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sejahtera, memperoleh 
keturunan. Perempuan sebagai istri sangat berperan dalam memenuhi kewajibannya seperti 
melahirkan keturunan, mengurus suami, mertua serta keluarga besar suami, membimbing dan 
mendidik anak. Sebagai seorang istri berhak untuk menikmati harta kekayaan suami, berhak 
untuk mendapat perhatian, dan perlindungan dari suami. 
b.2.3 Hak dan Kewajiban Perempuan Hindu dalam Masyarakat 
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Kewajiban perempuan dalam masyarakat yakni ngayah di banjar, membuat banten 
atau upacara yadnya seperti tertuang dalam Kitab Manawa Dharmasastra IX.28 : “Keturunan, 
terselenggaranya upacara keagamaan, pelayanan yang setia, hubungan sanggama yang 
memberi nikmat tertinggi dan mencapai pahala di sorga bagi nenek moyang dan seseorang, 
tergantung pada istri sendiri”.  
Penulis dapat menyimpulkan dari semua penjelasan di atas bahwa melalui sifatnya 
yang dinamis dan fleksibel, hukum waris adat Bali akan dapat berubah dan diubah apabila 
rasa keadilan terutama keadilan gender di masyarakat telah berubah. Perubahan akan dapat 
dipercepat dengan cara sengaja dan berencana memberikan pemahaman tentang konsep 
gender terutama tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender bagi segenap lapisan 
masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengakui kedudukan 
perempuan Hindu dalam hukum waris adat Bali, sebagai pertimbangan pula dilihat dari 
kewajiban perempuan Hindu yang penuh tanggungjawab baik dalam keluarga, perkawinan 
dan masyarakat. Melihat pula dari norma serta aturan yang telah disepakati bersama seperti 
keputusan MUDP, Kitab Manawa Dharmasastra, serta peraturan-peraturan mengenai 
warisan. 
 
III. SIMPULAN 
1. Pewarisan pada masyarakat Bali sebelum tahun 1900, hanya berdasarkan dresta atau 
kebiasaan-kebiasaan saja, karena belum ada aturan yang mengatur tentang pewarisan 
sebagai dasar rujukan, dengan demikian kebiasaan-kebiasaanlah yang digunakan oleh 
masyarakat Bali dalam pembagian harta warisan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sama 
sekali tidak menyangkut kedudukan perempuan. Pada tahun 1900 dibuat peswara 
(peraturan) pewarisan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam hal ini Residen Bali 
dan Lombok, yang lebih dikenal sebagai Peswara 1900. Mencermati ketentuan 
peswara 1900, terkesan bahwa janda, anak laki-laki dan anak perempuan berhak atas 
bagian warisan untuk dimiliki. Kaum perempuan Hindu di Bali seharunya memiliki 
kedudukan yang sama dengan laki-laki dihadapan hukum, sehingga perempuan Hindu 
berhak mewaris dari orang tuanya. Sehingga tanggal 15 Oktober 2010 merupakan 
tonggak sejarah yang sangat spektakuler bagi keberadaan perempuan Hindu di Bali 
dalam hukum waris adat. Pada tanggal tersebut telah dilakukan pasamuhan (seminar) 
oleh Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) se-Bali, yang merupakan terobosan 
yang dilakukan oleh MUDP Bali terhadap kedudukan perempuan Bali dalam hukum 
waris adat. Terobosan MUDP Bali inilah merupakan langkah yang mencairkan 
kekakuan hukum waris adat Bali, yang selama turun temurun dan berabad-abad 
berlaku diskriminasi terhadap perempuan. Keputusan tersebut pula memperlihatkan 
adanya kesetaraan gender dalam hukum waris adat Bali, walaupun belum sepenuhnya 
awig-awig mencerminkan kesetaraan gender tersebut, karena keputusan MUDP 
belum tersosialisasikan secara keseluruhan untuk masyarakat khusunya di Bali. 
2. Kedudukan perempuan Hindu dalam sistem pewarisan menurut hukum waris adat 
Bali ditentukan oleh statusnya sebagai purusa/sentana rajeg atau sebagai pradana. 
Apabila seorang perempuan tidak memiliki saudara (anak tunggal), maka statusnya 
ditingkatkan sebagai purusa/sentana rajeg baru mendapatkan hak mewaris dari kedua 
orang tuanya. Namun apabila tidak berstatus sebagai purusa/sentana rajeg maka 
hanya berhak menikmati harta gunakaya dari orang tuanya yang digunakan untuk 
menjaga kelangsungan hidupnya. Majelis Utama Desa Pakraman dalam Pesamuhan 
Agung III telah memutuskan, seorang permepuan berhak meneirma 1/3 untuk harta 
pusaka dan kepentingan pelestarian sepanjang perempuan ini tidak pindah agama dan 
durhaka pada orang tuanya. Kedudukan perempuan Hindu dalam hak mewaris juga 
dapat dilihat dari kewajiban yang dilaksanakannya dalam keluarga, perkawinan dan 
masyarakat seperti kewajibannya dalam hal mengurus seluruh anggota keluarga dari 
suami, anak, mertua, orang tua, ngayah di banjar, membuat banten, dan tetap 
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membagi waktu antara pekerjaan di luar dengan ayah-ayahan di tempatnya tersebut 
dengan begitu pemahaman masyarakat adat pada hukum adat mengenai warisan selalu 
berusaha untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, sehingga terjadi kesetaraan gender 
dalam sistem pewarisan di Bali. 
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